
 
 

 

 

 

 

BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 12 TAHUN  2016 

 
TENTANG 

 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2015 – 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SERUYAN, 
 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 

tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu melakukan 

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemeritah Kabupaten 
Seruyan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan; 

  b.   bahwa   berdasarkan  pertimbangan   sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Seruyan tentang Road Map Reformasi Birokasi 

Kabupaten Seruyan 2015 – 2019. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4150); 
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3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4180); 

4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor   5,  Tambahan   Lembaran   

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomor 4846); 

8.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

9.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
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12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 

2025; 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 

Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor 18 Tahun 2016  tentang  

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 

30 Seri E). 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI  SERUYAN TENTANG ROAD MAP 

REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN 

TAHUN 2015 - 2019. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah  Kabupaten Seruyan; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom; 

3. Bupati adalah Bupati Seruyan; 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD 

adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten 

Seruyan; 

5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari 

tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan 

baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, 

sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, 

perubahan pradigma dan dengan upaya luar biasa; 
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6. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk 

yang berisi arah kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

Nasional untuk kurun waktu 2010 – 2025; 

7. Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah rencana kerja 

rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan 

reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 

mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi pemerintah 

daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-

kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. 

8. Prioritas adalah didahulukan dan diutamakan dari pada yang 

lain. 

BAB II  
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Seruyan. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen 
perencanaan dan acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

bagi SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Seruyan. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai 

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
Reformasi Birokrasi. 

Pasal 4 

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk menciptakan 
birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik 

adaptif, berintegritas, mempunyai kinerja tinggi, bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, 

netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai 
dasar dan kode etik aparatur negara. 
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BAB IV 
SISTEMATIKA 

Pasal 5 

Sistematika penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah  Kabupaten Seruyan  Tahun 2015-2019 sebagai 

berikut : 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

BAB I  PENDAHULUAN 

BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

 2.1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah 

 2.2. Kebutuhan/ Harapan Pemangku Kepentingan 

 2.3. Permasalahan Birokrasi Pemerintahan Daerah 

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

 3.1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan 
Daerah 

 3.2. Prioritas yang harus terus dipelihara 

 3.3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas 
pelayanan 

 3.4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ 
Wilayah 

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI 

 4.1. Monitoring 

 4.2. Evaluasi 

BAB V PENUTUP 

 Lampiran Matriks Rencana Aksi 

Pasal 6 

Isi dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Seruyan ini. 

BAB V 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan dilaksanakan 
oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(2) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 
tahun dengan menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari 

Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 
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BAB VI 
PEMBIAYAAN 

Pasal 8 

Pembiayaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten 
Seruyan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Seruyan dan sumber lain yang sah dan tidak 
mengikat. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Seruyan. 

 
 

  Ditetapkan di Kuala Pembuang 
 Pada tanggal 22 April 2016        

      BUPATI SERUYAN, 

 
    ttd 

 
      SUDARSONO 

Diundangkan di Kuala Pembuang 

pada tanggal 26 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SERUYAN, 
 

ttd 

 
HARYONO 

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 12 
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	TENTANG




